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INTISARI

Desa Tegalarum adalah salah satu desa tempat pelaksanaan
kegiatan pensertipikatan tanah secara massal swadaya. Tahun 2005.
Kegiatan pensertipikatan ini merupakan hasil kerjasama antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Demak dengan Pemerintah Kabupaten
Demak.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegalarum, dengan tujuan
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pensertipikatan tanah
secara massal swadaya di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak tidak selesai tepat waktu serta langkah-langkah
penyelesaiannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yang
bersifat kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil wawancara mengenai
penyebab terlambatnya waktu penyelesaian pensertipikatan tanah secara
massal swadaya di Desa Tegalarum beserta upaya-upaya
penyelesaiannya.

Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang menyebabkan
pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Desa Tegalarum
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak selesai tepat waktu
adalah: persyaratan administrasi yang kurang lengkap; kesulitan dalam
menentukan Letter C bidang tanah yang didaftar bagi peserta yang
mendaftarkan lebih dari 1 bidang tanah; lamanya pengumpulan berkas
permohonan ke Kantor Pertanahan.

Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Demak: Pihak Kantor Pertanahan membuat daftar
kolektif bagi peserta yang persyaratan administrasinya belum lengkap,
kemudian berkas dan daftar kolektif tersebut dikembalikan ke pemohon
melalui pihak pemerintah desa; bidang tanah yang didaftar diukur terlebih
dahulu oleh petugas ukur yang ditunjuk. Hal ini dilakukan agar bidang
tanah tersebut dapat diketahui luasnya kemudian dicocokkan dengan luas
yang tertera di Letter C; Pihak Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi
dengan pihak Pemerintah Desa Tegalarum, agar bersama-sama
mendatangi rumah para peserta pensertipikatan tanah secara massal
swadaya untuk mengambil berkas permohonan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 19
yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi agar
diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat
rechts kadaster, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.
Sesuai dengan tujuannya maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para
pemegang hak atas tanah.

Realisasi dari pasal 19 UUPA, Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehubungan
dengan hal itu, ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaén Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional
Pusat Tahun 2004, jumlah bidang tanah di Indonesia seluruhnya
sekitar 85 juta bidang termasuk kawasan hutan dan pertambangan.
Jumlah tanah terdaftar dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya
adalah sebanyak 27.611.526 bidang tanah atau sekitar 32%.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam
melaksanakan kebijaksanaan dibidang pertanahan agar terus

membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatah penyelenggaraan
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pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi
pendaftaran tanah secara konsepsional dan terpadu serta
melaksanakannya dalam bentuk program-program operasional
pertanahan.

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 telah
melaksanakan program pensertipikatan tanah secara massal swadaya,
salah satunya di Kabupaten Demak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam
rangka percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Demak. Hal ini
merupakan usaha jemput bola dari hasil kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Demak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, dengan
target 2500 bidang, yang dibagi dalam 5 kecamatan, salah satunya di
Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen. Usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Demak dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Demak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya.

Peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara
pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya belum
ada, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam
pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Masyarakat Desa Tegalarum merespon usaha jemput bola
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak karena pensertipikatan
tanah secara massal swadaya ini merupakan program massal dengan
prosedur yang sederhana, biaya ringan dan waktu penyelesaian relatif

cepat (sesuai jadwal). Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang




mendaftar sebanyak 117 peserta dengan jumlah 154 bidang tanah
(Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Tahun, 2005), ini merupakan
jumlah yang cukup besar dari 1197 kepala keluarga (Monografi Desa
Tegalarum, 2005). Jumlah peserta tersebut masih terus bertambah jika
tidak dibatasi oleh panitia.

Berdasarkan petunjuk operasional pelaksanaan
pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Desa Tegalarum
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dimulai dari awal
Januari sampai dengan 31 Desember 2005. Berdasarkan hasil pra
survei bahwa sampai dengan akhir Bulan Maret 2006 sertipikat para
peserta belum juga selesai, yang seharusnya semua bidang tanah
yang terdaftar sebagai obyek pensertipikatan tanah secara massal
swadaya di Desa Tegalarum sudah selesai sampai akhir Desember
2005.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ Kajian Pelaksanaan
Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya di Desa Tegalarum

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak “.

. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah yang menyebabkan pensertipikatan tanah secara massal
swadaya di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten

Demak tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan?




2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak dalam menyelesaikan penyebab dari
terlambatnya penyelesaian pensertipikatan tanah secara massal
swadaya di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten

Demak?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis
memberikan batasan masalah sebagai berikut : pelaksanaan
pensertipikatan tanah yang dimaksud oleh penulis adalah pelaksanaan
pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Desa Tegalarum

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

a. Faktor-faktor yang menyebabkan pensertipikatan tanah secara
massal swadaya di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak tidak selesai tepat waktu.

b. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Demak mengenai keterlambatan waktu

penyelesaian pensertipikatan tanah secara massal swadaya.




2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan atau
informasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai upaya perbaikan
dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal

swadaya di Kabupaten Demak.




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pensertipikatan tanah secara

massal swadaya di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen

Kabupaten Demak tidak selesai tepat waktu adalah:

a.

b.

Persyaratan administrasi yang kurang lengkap.

Kesulitan dalam menentukan Letter C bidang tanah yang didaftar
bagi peserta yang mendaftarkan lebih dari 1 bidang tanah.
Lamanya pengumpulan berkas permohonan ke Kantor

Pertanahan.

2. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Demak:

a.

Pihak Kantor Pertanahan membuat daftar kolektif bagi peserta
yang persyaratan administrasinya belum lengkap, kemudian
berkas dan daftar kolektif tersebut dikembalikan ke pemohon
melalui pihak pemerintah desa.

Bidang tanah yang didaftar diukur terlebih dahulu oleh petugas
ukur yang ditunjuk. Hal ini dilakukan agar bidang tanah tersebut
dapat diketahui luasnya kemudian dicocokkan dengan luas yang

tertera di Letter C.
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c. Pihak Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan pihak
Pemerintah Desa Tegalarum, agar bersama-sama mendatangi
rumah para peserta pensertipikatan tanah secara massal

swadaya untuk mengambil berkas permohonan.

3. Tanggapan masyarakat Desa Tegalarum terhadap pelaksanaan

pensertipikatan tanah secara massal swadaya, bahwa biaya
pensertipikatan murah dengan waktu penyelesaian lama dan

prosedurnya mudah.

B. Saran

1.

Pihak Kantor Pertanahan agar lebih memperhatikan ketepatan waktu
penyelesaian pensertipikatan tanah secara massal swadaya,
sehingga pelaksanaan kegiatan yang sama disaat mendatang, tidak
terjadi lagi keterlambatan penyelesaiannya.

Pihak Kantor Pertanahan agar tetap memakai pihak ketiga dalam
pengukuran bidang tanah terhadap kegiatan pensertipikatan tanah
secara massal swadaya, karena pihak ketiga tersebut memiliki
peralatan pengukuran yang lebih canggih dan disiplin dalam hal

standar teknis hasil pekerjaannya.
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